
BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOLAKA TIMUR
NOMOR01 TAHUN  2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. BahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 320 ayat (1) Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang- undangnomor 6 Tahun 2023 tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjamenjadiUndang-undang, Kepala
Daerah mengajukanRancanganPeraturan Daeah tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupaLaporanKeuangan yang telahdiperiksa oleh Badan PemeriksaKeuangan
(BPK) paling lambat 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran
2022.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganUndang-UndangNomor 13 tahun 2022 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-undangNomor 8 Tahun 2013 tentangPembentukanKabupatenKolaka Timur di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

8. Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran  NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran Negara Nomor 5587), sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-undangNomor 6 Tahun
2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaMenjadiUndang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

9. PeraturanPemerintahNomor 55Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 56
Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahanatasPeraturanPernerintahNomor 18



Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntasiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. PeraturanPemerintahNomor2Tahun 2012tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor5,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 2020 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 27
Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 ,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2018 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

16. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPemberian Hibah dan BantuanSosial yang
bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentangPerubahanKelimaatasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPemberian Hibah dan BantuanSosiai
yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentangPerubahanatasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 16);

25. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan
Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat DaerahKabupatenKolaka Timur;

26. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 56);
27. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentangRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor

57);
28. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentangRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor

58);
29. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 11 Tahun 2018 TentangPerubahanPeraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016

tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenKolaka Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 11);

30. Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 15Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenKolaka Timur Tahun Anggaran 2022;

31. Peraturan Daerah KabupatenKolaka Timur Nomor 2 Tahun 2022 TentangPerubahanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenKolaka Timur TahunAnggaran 2022



DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksuddengan:

1. PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh pemerintahdaerahdan dewan perwakilanrakyat daerah (DPRD) menurutasasotonomidan
tugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam system dan prinsipNegara KesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-
UndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun1945.

2. PemerintahDaerah adalahgubernur, bupati, dan/atauwalikota, dan perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalahlembagaperwakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah

yang mempunyaifungsipembentukanPeraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasa.



4. Desa atauyang disebutdengannamalain, selanjutnyadisebutdesaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-batas wilayah yang
berwenanguntukmengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldan adatistiadatsetempatyang diakuidan dihormatidalam system
pemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia.

5. KeuanganDaerahadalahsemuahakdan kewajibandaerahdalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandaerahyang dapatdinilaidenganuang
termasukdidalamnyasegalabentukkekayaanyang berhubungandenganhakdan kewajibandaerahtersebut.

6. PeraturanDaerah adalahperaturanperundang-undanganyang dibentukoleh DPRD denganpersetujuanbersamakepaladaerah;
7. AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah, selanjutnyadisingkatAPBD adalahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerahyang dibahasdan disetujuibersamaoleh

pemerintahdaerahdan DPRD, dan ditetapkandenganperaturandaerah.
8. OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat OPD adalahperangkat daerahpada pemerintahdaerahselakupenggunaanggaran/penggunabarang.
9. OrganisasiPerangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerahyang selanjutnyadisingkatBPKPD adalahperangkatdaerahpada

pemerintahdaerahselakupenggunaanggaran/penggunabarang, yang juga melaksanakanpengelolaankeuangandaerah.
10. KepalaDaerah adalahgubernurbagidaerahprovinsiataubupatibagidaerahkabupatenatauwalikotabagidaerahkota.
11. PejabatPengelolaKeuanganDaerah yang selanjutnyadisingkatPPKD adalahkepalaOrganisasi Perangkat Daerah pengelolakeuangandaerahyang

selanjutnyadisebutdengan. KepalaBPKPD yang mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaanAPBD dan bertindaksebagaibendaharaumumdaerah.
12. BendaharaUmum Daerah yang selanjutnyadisingkatBUD adalah PPKD yang bertindakdalamkapasitassebagaibendaharaumumdaerah.
13. PenggunaAnggaranadalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaananggaranuntukmelaksanakantugaspokokdan fungsiOPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa BendaharaUmum Daerah yang selanjutnyadisingkat Kuasa BUD adalahpejabatyang diberikuasauntukmelaksanakansebagiantugasBUD.
15. Kuasa PenggunaAnggaranadalahpejabatyang diberikuasauntukmelaksanakansebagiankewenanganpenggunaanggarandalammelaksanakansebagiantugasdan

fungsiOPD.
16. BendaharaPenerimaanadalahpejabatfungsionalyang ditunjukuntukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanuang

pendapatandaerahdalamrangkapelaksanaan APBD pada OPD.
17. BendaharaPengeluaranadalahpejabatfungsionalyang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakandan mempertanggungjawabkanuang

untukkeperluanbelanjadaerahdalamrangkapelaksanaan APBD pada OPD.
18. Kas Umum Daerah adalahtempatpenyimpananuang daerahyang ditentukanoleh kepaladaerahuntukmenampungseluruhpenerimaandaerahdan

digunakanuntukmembayarseluruhpengeluarandaerah.
19. RekeningKas Umum Daerah adalahrekeningtempatpenyimpananuang daerahyang ditentukanoleh  kepaladaerahuntukmenampungseluruhpenerimaandaerahdan

digunakanuntukmembayarseluruhpengeluarandaerahpada bank yang ditetapkan.
20. PenerimaanDaerah adalahuang yang masukke kas daerah.
21. PengeluaranDaerah adalahuang yang keluardari kas daerah.
22. PendapatanDaerah adalahhakpemerintahdaerahyang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih.
23. BelanjaDaerah adalahkewajibanpemerintahdaerahyang diakuisebagaipengurangnilaikekayaanbersih.



24. Surplus AnggaranDaerah adalahselisihlebihantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.
25. DefisitAnggaranDaerah adalahselisihkurangantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.
26. PembiayaanDaerah adalahsemuapenerimaanyang perludibayarkembalidan/ataupengeluaranyang akanditerimakembali, baik pada tahunanggaranyang

bersangkutanmaupunpada tahun- tahunanggaranberikutnya.
27. Sisa LebihPerhitunganAnggaranyang selanjutnyadisingkat  SiLPAadalahselisihlebihrealisasipenerimaandan pengeluarananggaranselamasatuperiodeanggaran.
28. PiutangDaerah adalahjumlahuang yang wajibdibayarkepada pemerintahdaerahdan/atauhakpemerintahdaerahyang dapatdinilaidenganuang

sebagaiakibatperjanjianatauakibatlainnyaberdasarkanperaturanperundang-undanganatauakibatlainnyaang sah.
29. Utang Daerah adalahjumlahuang yangwajibdibayarpemerintahdaerahdan/ataukewajibanpemerintahdaerahyang dapatdinilaidenganuang

berdasarkanperaturanperundang-undangan, perjanjian, atauberdasarkansebablainnyayang sah.
30. Investasi adalahpenggunaanasetuntukmemperolehmanfaatekonomissepertibunga, deviden, royalti, manfaat social

dan/ataumanfaatlainnyasehinggadapatmeningkatkankemampuanpemerintahdalamrangkapelayanankepadamasyarakat.
31. Surat PerintahPencairanDana yang selanjutnyadisingkatSP2D adalahdokumenyang digunakansebagaidasarpencairandana yang diterbitkanoleh BUD

berdasarkanSPM.
32. Barang Milik Daerah adalahsemuabarangyang dibeliataudiperolehatasbeban APBD atauberasaldariperolehanlainnyayang sah.

BAB II
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TahunAnggaran 2022 berupalaporankeuanganmemuat :
a. Laporanrealisasianggaran;
b. LaporanPerubahan Saldo AnggaranLebih;
c. Neraca;
d. LaporanOperasional;
e. Laporanarus kas;
f. LaporanPerubahanEkuitas; dan
g. Catatanataslaporankeuangan.

(2) LaporanKeuangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilampiridengan:
a. Laporankinerja dan ikhtisarlaporankeuangan badan usahamilikdaerah/perusahaandaerah;
b. IkhtisarLaporanKeuangan Desa



Pasal  3

(1) LaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022dengananggaranSebagai berikut :
A Pendapatan......................................................... Rp701.072.305.198,20

B Belanja .............................................................. Rp843.693.293.350,00

Surplus /defisit ..................................................................................................................................... (Rp142.620.988.151,80)

C Pembiayaan :

i. Penerimaan ........................................................ Rp146.120.988.151,80

ii. Pengeluaran........................................................ Rp3.500.000.000,00

Pembiayaan Netto................................................................................................................................ Rp142.620.988.151,80

Silpa ..................................................................................................................................................... Rp0,00

(2) LaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022denganrealisasiSebagai berikut :
A Pendapatan......................................................... Rp703.342.648.547,00

B Belanja .............................................................. Rp762.825.152.524,00

Surplus /defisit ..................................................................................................................................... (Rp59.482.503.977,00)

C Pembiayaan :

i. Penerimaan ........................................................ Rp107.562.519.582,44

ii. Pengeluaran........................................................ Rp3.500.000.000,00

Pembiayaan Netto................................................................................................................................ Rp104.062.519.582,44

Silpa ..................................................................................................................................................... Rp44.580.015.605,44

Pasal4

UraianlaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 3, sebagaiberikut :

a. Selisihanggarandenganrealisasipendapatansejumlah Rp2.270.343.348,80 denganrinciansebagaiberikut :
b. Anggaranpendapatansetelahperubahan.................................................................. Rp701.072.305.198,20



c. RealisasiPendapatan ............................................................................................... Rp703.342.648.547,00

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... Rp2.270.343.348,80

b. SelisihanggarandenganrealisasibelanjasejumlahRp(80.868.140.826,00) denganrinciansebagaiberikut :
a. Anggaranbelanjasetelahperubahan ......................................................................... Rp843.693.293.350,00

b. RealisasiBelanja...................................................................................................... Rp762.825.152.524,00

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... Rp(80.868.140.826,00)

c. Selisihanggarandenganrealisasi surplus/defisitsejumlah Rp83.138.484.174,80 denganrinciansebagaiberikut :

a. Anggaran Surplus/defisitsetelahperubahan............................................................. Rp(142.620.988.151,80)

b. Realisasi.................................................................................................................. Rp(59.482.503.977,00)

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... Rp83.138.484.174,80
d. Selisihanggarandenganrealisasipenerimaanpembiayaansejumlah (Rp38.558.468.569,36) denganrinciansebagaiberikut:

a. Anggaranpenerimaanpembiayaansetelahperubahan............................................................ Rp146.120.988.151,80

b. Realisasi.................................................................................................................. Rp107.562.519.582,44

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... (Rp38.558.468.569,36)

e.  Selisihanggarandenganrealisasipengeluaranpembiayaansejumlah Rp0,00 denganrinciansebagaiberikut :
a. Anggaranpengeluaranpembiayaansetelahperubahan .............................................. Rp3.500.000.000,00

b. Realisasi.................................................................................................................. Rp3.500.000.000,00

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... Rp. 0,00

g. Selisihanggarandenganrealisasipembiayaannettosejumlah(Rp38.558.468.569,36) denganrinciansebagaiberikut :
a. Anggaranpembiayaannettosetelahperubahan.......................................................... Rp142.620.988.151,80

b. Realisasi.................................................................................................................. Rp104.062.519.582,44

SelisihLebih / (Kurang) .......................................................... (Rp38.558.468.569,36)

Pasal 5

LaporanPerubahan Saldo AnggaranLebihsebagaimanadimaksud pada Pasal2ayat (1)  huruf b per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

a. Saldo AnggaranLebih Awal TahunAnggaran 2021 ................................................ Rp107.562.519.582,44

b. Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran (SILPA/SIKPA) .................................. Rp44.580.015.605,44
c. KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya................................................... Rp0,00



d. Saldo AnggaranLebih Akhir TahunAnggaran 2022................................................ Rp44.580.015.605,44

Pasal 6

Neraca sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

a. Jumlahaset..................................................................................................... Rp1.433.902.560.823,89
b. Jumlahkewajiban .......................................................................................... Rp1.915.728.419,41
c. Jumlahekuitas dana....................................................................................... Rp1.431.986.832.404,48

Pasal 7

LaporanOperasionalsebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :
A Pendapatan– LO.................................................... Rp656.133.706.111,18

B Beban .................................................................... Rp637.560.017.147,59

Surplus /defisit Dari Operasi.............................................................................................................. Rp18.573.688.963,59

C Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp0,00

Defisit dari Kegiatan Non Opersional Lainnya-LO Rp873.487.527,57

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Opersional (Rp873.487.527,57)
D Pos Luar Biasa :

Pendapatan Luar Biasa– LO ............................. Rp0,00

Beban Luar Biasa.............................................. Rp4.157.493.676,00

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa.................................................................................................. (Rp4.157.493.676,00)

E Surplus/defisit-LO ............................................................................................................................. Rp13.542.707.760,02

Pasal 8

(1) Laporanarus kas sebagaimanadimaksudPasal 2 ayat (1) hurufuntuktahun yang berakhirsampaidengan 31 Desember 2022, sebagaiberikut :
A Saldo kas awal per 1 Januari 2022 di Kas Daerah Rp107.911.579.697,85



B Arus Kas BersihdariAktivitasOperasi......................................................... Rp77.472.571.369,00
C Arus Kas BersihdariAktivitas Investasi ...................................................... Rp(140.455.075.346,00)
D Arus Kas BersihdariAktivitasPendanaan.................................................... Rp0,00
E Arus Kas BersihdariAktivitasTransitoris.................................................... Rp0,00

F Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 ...................................................... Rp44.929.075.720,85

(2) Perbandinganantarasaldo kas akhir 31 Desember 2022 dan Silpa TahunAnggaran 2022, sebagaiberikut:
A Saldo kas akhir per 31 Desember 2022....................................................... Rp44.929.075.720,85
B Silpa 2022 ................................................................................................... Rp44.580.015.605,44
C Selisih.......................................................................................................... Rp349.060.115,41

Selisihantarasaldo kas akhir dan Silpa TahunAnggaran 2022 merupakan utang PFK KabupatenKolaka Timur yang hingga 31 Desember 2022
belumdibayarkanke kas negara.

Pasal 9

LaporanPerubahanEkuitassebagaimanadimaksudPasal 2 ayat (1)  hurufuntuktahun yang berakhirsampaidengan 31 Desember 2022, sebagaiberikut :
A Ekuitas Awal............................................................................................... Rp1.412.790.439.406,39
B Surplus/Defisit-LO ..................................................................................... Rp13.542.707.760,02
C Dampakakumulatifperubahankebijakan/kesalahanmendasar: .................... Rp5.653.685.238,07
D Ekuitas Akhir .............................................................................................. Rp1.431.986.832.404,48

Pasal 10

CatatanataslaporankeuangansebagaimanadimaksudPasal 2 ayat (1) huruf g tahunanggaran 2022 memuatinformasibaiksecarakuantitatifmaupunkualitatifatas pos-pos
laporankeuangan

Pasal 11

PertanggungjawabanPelaksanaan APBD sebagaimanadimaksud pada Pasal 2, tercantumdalam Lampiran yang tidakterpisahkandariPeraturanDaerahini, terdiridari :

1 Lampiran I Laporanrealisasianggaran;



2 Lampiran I.1 Ringkasanlaporanrealisasianggaranmenuruturusanpemerintahandaerah dan organisasi;

3 Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasimenurutkelompok dan jenispendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4 Lampiran I.3
Rincian APBD menuruturusanpemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenispendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

5 Lampiran I.4 Rekapitulasirealisasianggaranbelanjamenuruturusanpemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

6 Lampiran II LaporanPerubahansaldoanggaranlebih;

7 Lampiran III Laporanoperasional;

8 Lampiran IV Laporanperubahanekuitas

9 Lampiran V Neraca;

10 Lampiran VI Laporanarus kas;

11 Lampiran VII Catatanataslaporankeuangan;

12 Lampiran VIII Daftar RekapitulasiPiutang Daerah;

13 Lampiran IX Daftar rekapitulasipenyisihanpiutangtidaktertagih;

14 Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

15 Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintahdaerah;

16 Lampiran XII Daftar rekapitulasirealisasipenambahan dan penguranganasettetapdaerah;

17 Lampiran XIII Daftar rekapitulasi asset tetap;

18 Lampiran XIV Daftar rekapitulasikonstruksidalampekerjaan;

19 Lampiran XV Daftar rekapitulasi asset lainnya;

20 Lampiran XVI Daftar dana cadangandaerah;

21 Lampiran XVII Daftar kewajibanjangkapendek;

22 Lampiran XVIII Daftar kewajibanjangkapanjang;

23 Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belumdiselesaikansampaiakhirtahunanggaran 2022 dan dianggarkankembalidalamtahunanggaranberikutnya;

24 Lampiran XX IkhtisarLaporankeuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 12

Lampiran laporankeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (2) terdiridari :

a. Ikhtisarlaporankeuangan badan usahamilikdaerah/perusahaandaerah, tercantumdalamlampiran XX yang tidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bupati Kolaka Timur menetapkan Peraturan Bupatitentang penjabaran  PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022, sebagairincianlebihlanjutdariPeraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah KabupatenKolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta



Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal,               2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ANDI MUH. IQBAL TONGASA
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